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KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR 1814 TAHUN 2019
TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN
WIYAH AN NUR MOJOREJO NGRAHO KABUPATEN BOJONEGORO
PROVINSI JAWA TIMUR

MADRASAH TSANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TIMUR,
Menimbang ‘a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan
madrasah yang Dbermutu, perlu memberikan kesempalan
masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk
menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar ‘
nasional pendidikan;

b. bahwa madrasah sebagaimana tercantum dalam Laanira.n
Keputusan ini telah memenuhi persyaratan administratif,
teknis dan kelayakan yang telah ditetapkan berdasar.kan
Nota Dinas Pertimbangan Dari Kepala Bidang Pendidikan
Madrasah Nomor : 134/Kw.13.2.5/PP.00/12/2019
tanggal 23 Desember 2019 dan Rekomendasi dari Kepala
Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bojonegoro Nomor:

B-1814/Kk.13.16/2/PP.00/10/2019 tanggal 1 Oktober
2019;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menctapkan Keputusan
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa
Timur tentang Izin Operasional Pendirian Madrasah
Tsanawiyah An Nur Mojorejo Ngraho Kabupaten
Bojonegoro Provinsi Jawa Timur.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan
Doscn (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4301);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang
Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4496) Sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor
19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor

71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5410);

— DIPINGaT Gengam CamSc



10.

11.
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Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang angb
Belajar - Pendidikan  Dasar (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4863);

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 l.cnlnn'g
Pendanaan  Pendidikan (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru
{Lemtbaran Negara Republik Indonesia 'I‘.ahun 2008 Nomor
194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4941), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008;

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahtlml 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 quor 23,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
S5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
S5157);

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun
2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah
Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah

Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah

Menengah
Atas/Madrasah Aliyah;

Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2008 tentang
Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi Pendidikan
Agama Islam dan Bahasa Arab dij Madrasah;

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun
2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan dij
Kabupaten/Kota sebagaimana telah  djubah dengan

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23
Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar

Pelayanan Minimal Pendidikan dj Kabupaten/Kota;

Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam
pada Sckolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 206) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2013 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam
pada Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 684)

?
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12 Petatiran Menterr Agama Nomor 90 Tahan JOTY Ied l

Pemvelenggarann Pendidikan Madiasah, sclagaiinana 1000
dinbal dengan Peratiran Menten Agama Somaor 66 falin
2010 tentang Pernbahan kedua Atas }"M““J.“ e
Agama Nomor Q0 Tahun 2013 tentang Provelengganaat

Pendidikon Madrasah,
MEMUTUSKAN @

Menetapkan tKEPUTUSAN  KEPALA  KANTOR  WILAYAL hl'.\lf'::l}'i:;::.:
AGAMA TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL Pl -'[-.“ :
MADRASAH TSANAWIYAH AN NUR MOJOREJO  NGRAH
KABUPATEN BOJONEGORO PROVINST JAWA TIMUR.

. : s adras: e bagaimana
KESATU : Memberikan izin operasional pendirian madrasah Nl.”"“ o
, . ., vis ;
tercantum dalam  Lampiran dan me rupakan bagiat
terpisahkan dari Keputusan ini,
’ X - . ; @ waktu b tahun,
KEDUA : Bagi Madrasah Tsanawivah sctelah jangka waktu tahu

Kepala Madrasah vang bersangkutan wajib '

a. Menyampaikan laporan  perkembangan madrasah k(‘p.’l_(l‘\
Kepala Kantor Kementerian Agama  vang memual paling
sedikit perkembangan jumlah peserta didik, pelaksanaan
kurikulum, pelaksanaan  pemenuhan  standar sarana
prasarana, dan pelaksanaan pemenuhan standar pendidik
dan tenaga kependidikan; dan/atau

b. Mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi sekolah/madrasah
kepada BAP-S/M sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.

KETIGA : Dalam hal perkembangan madrasah sebagaimana dimaksud
dalam Diktum Kedua huruf a dinilai memenuhi standar
pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/atau hasil
akreditasi sebagaimana dimaksud Diktum Kedua huruf b
mendapat  peringkat  minimal C, maka izin operasional
sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu tetap berlaku.

KEEMPAT : Dalam hal perkembangan madrasah sebagaimana dimaksud
dalam Diktum Kedua huruf a dinilai memenuhi standar
pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/atau hasil
akreditasi sebagaimana dimaksud Diktum Kedua huruf b tidak
mendapat peringkat minimal C, maka izin operasional
sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dicabut.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 26 Desember 2019

‘ ALA KANTOR WILAYAH
BANENTERIAN AGAMA
SI JAWA TIMUR,

DIpmaar aengan camsSc



IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN IZIN OPERAS

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR
WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR

NOMOR 1814 TAHUN 2019

TENTANG A ASIONAL
PEMBERIAN IZIN OPE

PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH
AN NUR MOJOREJO NGRAHO
KABUPATEN BOJONEGORO
PROVINSI JAWA TIMUR

JONAL

1 | Nama Madrasah

MADRASAH T SANAWIYAH AN NUR
MOJOREJO NGRAHO KABUPATEN

BOJONEGORO

Nomor Statistik Madrasah

121235220112

3 | Alamat Madrasah

JL. BENGAWAN SOLO NO 185 RT 005 RW
003

DESA MOJOREJO
KECAMATAN NGRAHO
KABUPATEN BOJONEGORO
PROVINSI JAWA TIMUR

4 | Nama Organisasi Penyelenggara

YAYASAN PONDOK PESANTREN AN -NUR

5 | Akte Notaris Organisasi

Penyelenggara

NO. 3, FERRY ERVIANTO, SH, M.KN

6 | Pengesahan Akte Notaris

Organisasi Penyelenggara

AHU-0024205.AH.01.04. TAHUN 2015 /
18 NOVEMBER 2015

-5 ~ s ‘
ACEPALA KANTOR WILAYAH |

A I:: D) ERI/\N AGAMA
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